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PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG

NOMOR 3 TAHUN 2009
TENTANG
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KABUPATEN SINTANG,

bahwa Administrasi Kependudukan memiliki nilai penting dan strategis
bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan dan pelayanan
bagi masyarakal, sehingga perlu dilakukan  pengelolaan  Administrasi
Kependudukan secara terkoordinir dan berkesinambungan;

bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status
pribadi dan status hukum atas peristiwa kependudukan dan peristiwa
penting vang dialami oleh penduduk Kabupaten Sintang perlu dilakukan
pengaturan lentang Administrasi Kependudukau;

bahwa dalam rangka terib Administrasi Kependudukan, perlu dilakukan
penataan Administrasi Kependudukan di wilayah Kabupaten Sintang vang
lerdin dari kegiatan Pendallaran Penduduk dan Pencatalan Sipil;

hahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
hurut b dan huruf ¢ di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daeraly,

Undang-Undang Nomor 27 ‘fahun 1959 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II D1 Kalimanlan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3019);

Lindang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

[ Idang-tindang Nomor 9 Tahun 1992 {entang Keimigrasian (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
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Undang-Undang — Nomor 10 Tahun 1992 tentang  Perkembangan
Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara
Eepublik ndonesia Tahwn 1992 Nomor 35, Timbahian Tembaran Negana
fepuldik Indonesia Nomor $475);

Undang-Undang Nomor 39 ‘Tahun 1999 lentang Hak Asasi Manusia
(lembaran  Negara Republik  Indonesia Tahun 1999 Nomor 165,
Tambahan lLLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 entang Perlindungan Anak
(laembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun 2002 Nomor 109,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008  (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4436);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan  (Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor
A674);

Peraluran Pemenntahh Nomor 34 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (LLembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3050}

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32);

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang
Asing Dan Tindakan Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Talwn 1994 Namor 52):

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
NT736);



Fe Pesburan Pomenntah Nomot 38 Talin 2007 tentang Pembagian Unusan
Pemenntahan Antara Pemenntah, Pemerintahan Daeraly Provinsi dan
Pemerintabiny - Dacrah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
ndlonesia Fabun 2007 Nomaor 82, Tambahan Lembaran Negara Indonesia
Nomor 4737); ‘

(5 Paatian Temerintale: Nomor A1 Tahon 2007 tentng Onpanisasi
Perangkal Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
A7)

19, Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan,
Pengundangan Dan Penyebarluasan Peraturan Perudang-Undangan;

20, Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004  tentang Pengelolaan
Intormasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Tambahan Republik
Inclonesia Tahun 2004 Nomor 119);

21, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 lentang Persyaratan Dan Tata
Cara Pendanaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil

22 Peraluran Daerah Kabupaten Sintang  Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah  Kabupalten
Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 9).
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Peraturan Daeraly Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang
Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran  Daerah Kabupaten
Sintang Nomor 25);

24 Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang
[rusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten
Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sintang Nomor 1);
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Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Oreanisasi Perangkat  Dacrahh Kabupaten Sintang  (Lembaran  Daerah
Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sintang Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINTANG
dan
BUPATI SINTANG
MEMUTUSKAN:
Menetapkan - PERATURAN DAERAH TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN



BAB |
KETENTUAN TIMUIM
Pasal 1
Dl Dot Dacraly g, vang dimaksud dengan:

| Dlcnabadalahy Kabupaten Sintauyg

2 Pemenntah Dacrah adalah Bupati beserta perangkat daeraly sebagai unsur penyelenggaraan
penscribaban

3 Bupah adalah Bupali Sintang;

Ao Dewan Pawakilan Rakvat Daerah vang selanjutnva disingkat DPPRD adalah Dewan Perwakilan
okl Dacerah Kabupaten Sintang

5. Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang yang
diben kewenangan dan tanggungjawal) melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang
Advisinnstrasi Kependudukan;

0. Administrator Data Base adalah pengelola penggunaan operasional database dan monitor back
up dat recovery dari data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan setiap hari;

7. Kepala dinas atau disebut juga Supervisior Perizinan adalah pengelola data Kependudukan vang
bertugas  melakukan pembinaan dan pengawasan kepada personil pengelola Sistem Informasi
Admibostrasi - Kependudukan — ditingkat  Kabupaten — atau  di bawahnya  dan
mengusttkan/membatalkan usulan pengsuna Hak Akses;

S Operador adalah pengelola data kependudukan yang bertugas melakukan entri data, celak
daktimen. cetak informasi data statistik dan laporan sesuai dengan persetujuan supervisor,

9 RKecamatan adalaly wilavah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Sintang;

10, Camnal adalaly Camat di Wilayah Kabupaten Sintang;

I Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berdasarkan
asal usul dan adat istiadat setempat vang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia;

12 Kelimahan adalah wilayah kerja Lurah yang berada di bawah Kecamatan sebagai perangkat
dacral Kabupaten Sintang;

13, Luwal adalah Lurah di wilavah Kabupaten Sintang .

P R Tetangga vang selanjutnva disingkat RT adalah Rukun Tetangga yang berada di wilavah
Gl e Sinlang;

IO Ruoloo Warga vang selanjutnva disingkat RW adalah Rukun Warga di Wilayah Kabupaten
Stk e

16, Adinnnstrasy Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dokumen serta
Dala Bependudukan melalul Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi
Adimnstrasi Kependudukan  serta  pendayagunaan  hasilnva untuk pelayanan publik dan
penbangunan selktor lain;

7. Pendiuduk adalah Warga Negara Indonesia dain Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia;
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Pornhe s Iabnpaten: Sintang adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempal
b abmpatene Siatang sesuai peraturan perundang: undangan vang berlalk;

W Neaara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain
vate Qb dengane uncg vmdang sebagiai Winga Negara Indonesiag

O A\sine adalah orang bukan Warga Negara Indonesia;

L Dl “Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal i
wiloval Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waldu vang terbatas sesuai dengan
protobesan prerindang onedangang

lznt Ninggal Telap adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal di
Kesatian Kesatuan Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
utidanan vang berlalku

Perdicdol Rentan Administrasi Kependudukan adalah penduduk yang mengalami hambatan
dabar memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, kerusuhan sosial
dan crng terantar serta komunitas terpencil;

Pendattaran Penduduk  adalah pencatatan  biodata penduduk, pencalatan atau pelaporan
pensinvae kependudukan dan pendataan penduduk Rentan Administrasi Kependudukan serta
pencilitan dokumen  kependudukan  berupa  kartu  identitas  atau  surat  keterangan
kepcnddudukarn;

Penstiva Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk vang harus dilaporkan karena
methbawa akibat ferhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk
i alau sural kelerangan kependudukan lainnva meliputi pindah datang perubahan alamat,
setha status tinggal terbatas menjadi tingaal tetap;

Netnor Induk Rependudukan vang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas pendudulk
vang bersifat tnile/khas, tunggal dan melekat pada seseorang vang terdaftar sebagai penduduk
[ncdonesiy;

Heloaa adalah sescorang atau kelompok orang yang mempunyai hubungan darah dan/atau
ore ban vang hinggal dalam satu rumah/bangunan dan terdaftar dalam Kartu Keluarga;

Farto Beluarga vang selanjutnya disinglkatl KK adalah Kartu Identitas keluarga yang memuat data
bt nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identilas anggota keluarg,

Anggola eluarga adalah orang-orang yang nama dan identitas Biodatanya tercantum dalam
kartu keluarga dan secara kernasyarakatan menjadi tanggungjawab kepala keluarga;

Karlu Tanda Penduduk vang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi -~ penduduk
schagan bukti di vang diterbitkan oleh dinas yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan

Republik Indoniesia;

Fencutatan Sipil adalah pencatatan peristiwa  penting vang dialami oleh seseorang dalam register
Cricalatan Sipil pada Instansi Pelaksana,  yang penggangkatannya sesuai dengan kelentuan
peratin perundang-undangan;

[epbal Pencatatan Sipil adalab Pejabal yang melakukan pencalatan peristiva penting yang
dinkun sescorang pada Instansi Pelaksana, vang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan
beralinan perundang-undangan;

Dolamen Pencalalan Sipil adalah bukti otentik hasil pencatatan berupa akta-akta catatan sipil
vanig meliputi akla kelahiran, akta perceraian bagi yang bukan beragama Islam, pengakuan dan
pepdesahan anak, pengangkatan anak/adopsi, kematian, ganti nama, serta peristiwa penting

RUSIEIS
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Akt Calalany Siplh adalah catatan otlenlik hasil  pencatatan  teitang peristiwa  kelahiran,
Pt marnan dane perceraan bag vang bulanberapama Iskan, pengaluan don pengesahion analk,
ponganghalan analadopss, kematian, ganli nama scrla penstiwa penting lainnya;

Foretivn Pentme adalale lepadian vang diadanii oleh sescorang meliputi: kelahiran, kematian, Lihir
b, pothawinan,  perecraia, pengakuan  anak, pengesahian anal,  pengangkatan  anak,
perthiabian nama dan perubahan status kewarganegaraan; *

FPielab Datang Pendudul adalaly perubahan lokasi lempal loggal untuk menclap karena
perpindahan dari tempal asal ke tempat tujuan;

Doknnen Kependudukan adalah dolamen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai
keleuatan hukum sebagai alat bukti auntentik dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk
dan pencatalan sipil meliputi biodata penduduk, KK, KTP, surat keterangan kependudukan dan
Aty Peneatatan Sipil;

Kartu ldentitas adalah keterangan lertulis dan hasil pendatlaran penduduk yang terdiri dari kartu
keluagn, kartu tanda penduduk, kartu identitas penduduk musiman dan surat ketarangan

=

Ll fgsal;

Biodata penduduk adalah keterangan yang berisi elemen dala tentang jati diri, informasi dasar
serla nwaval perkembangan dan perubahan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang
clithotn seseariug

Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang berstruktur sebagai
hasil dh kegialan pendattaran penduduk dan pencatatan sipil;

Regishor adalal pelugas registrasi pegawai negeri sipil vang diberi tugas dan langgung jawaly
metibenlan pelavanan pelaporan peristiva kependudukan  dan peristiva  penting  serta
penselolaan dan penvajian data kependudukan di desa/kelurahan;

Sistenn Informasi- Administrasi Kependudukan yang selanjutinya disingkal SIAK adalah system
informasi vang  memanfaatkan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  untuk  menfasilitasi
pengelolaan imtormasi Administrasi Kependudukan di tingkat penvelenggara dan dinas sebagai

salbi besali;

Data pribadi adalah dala perseorangan lertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran
serla difindhingl kerahasiaannya;

Kantor Urusan Agama Kecamatan vang selanjutiwa disingkat KUAKec adalah satuan kerja yang
melalsanakan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi penduduk
ving boragama Islany;

Kantor Heusan Agama Kecamalan yvang selanjutiva disingkal KUAKee adalah satuan.kerja yang
michdsanakan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi penduduk
vais boragama [slan;

[anton Drusan Avama Kecamatan vang selanjutnya disingkat KUAKec adalah satuan kerja yang
ol cmalen pencalatan nikah, lalak cerai dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi penduduls
v beragama Islanyg

Laal Cclaksana Teknis Dinas vang selanjutnyva disingkat UPTD adalah satuan kerja Instansi
Pelabeoma di Tingkal Kecamatan yang melaksanakan  pelavanan  pencatatan sipil dengan
kewenangan menerbitkan akta;

48, Penyidik ...
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Perne bl esawar Negen Sip vang selanjlnya disinglkat PPNS adalah Pejabal Pegawai Negeri Sipil
rl o tinekongan Pemerintaban daerah vang diberi wewenang khusus oleh undang-undang

v e Labselarne pervdbany terhadagp pelanggaran Peraturan dacralt dan Peratoan Perandang,
oL snnvsng bierkaku

Sabrcae oo Peranghal Dacraly yang selanjutnya disingkal SKPD adalah perangkal dacrah pacla
perictnlal dacran selakn pengsuna anggaran/pengguna barang.

BAB Il
PENGERTIAN, HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Pasal 2

Yare Jdimalksud dengan penduduk adalah :

A Slenuliki identitas penduduk Kabupaten Sintang;

o Woea Negara Indonesia turun temurun tinggal di Sintang tanpa memiliki dokumen
cependudukan sebelum terbitnya Undang-Undang 23 Tahun 2006;

Al Datang ke Kabupaten Sintang dengan surat pindah; :

A oududuk Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Kabupaten Sintang selama 6
) bulan Berturat-turut ataw lebih sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Talwin
Co00, tetapr memiliki- identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dengan alamat
Jaerah Kabupaten/kota lain dan tidak membawa/memiliki surat keterangan pindaly;

¢ Ponduduk Warga: Nesara Indonesia yang memiliki dokumen Kartu Keluarga dan Karlu
anda Penduduk lebih dari 1 (satu) tahun di luar negeri termasuk Tenaga Kerja Indonesia,
sehelum terbitnva Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20006, dan telah kembali ke
Habupaten Sinlang untuk menetap tetapi belum melapor,

L \Warga Negara Indonesia yang pemah menelap lebih dari 1 (satu) tahun di Luar Negeri
lenmasuk Tenaga Kena Indonesia, sebelum terbitnva Undang-Undang Nomor 23 Tahun
Coud, dan welah kembali ke Kabupaten Sintang unutk menetap tetapi belum melapor

L Hi

Tata cara dan persyaralan menjadi penduduk Kabupaten Sintang sebagaimana dimaksud dalam
aval UL heat b, ol ¢, dan £ Pasal ing, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah,

Pasal 3

Schip penduduk mempunvai hak untuk memperoleh :

A dokumen kependudukan;

b pelwvanan vang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

( porhidungan alas data pribaddi;

. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;

¢ unormasi mengenal data hasil pendaftaran penduduk dan pencalatan sipil alas dirinya
dan/atau keluarganva; dan s

(ool rugl dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendattaran penduduk
dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh Instansi Pelaksana, setelah
adanya penetapan pengadilan.

Tata cara persvaratan untuk memperoleh hak sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) huruf
alnecabe than § Pasal in, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 4

Setiap porelodulk wajib melaporkan penstiwa kependudukan dan penistiwa penting  yang dialaminya
kepada restir dan pejabat pencatatan sipil dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam
pendattaan penduduk dan pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

vang berlal



BAB 1l
PELAKSANAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIIL.

Pasal

Pemerintal Dacraly berkewajiban darn bertanggung jawab menyelenggarakan urusan administrasi
Kependudukan vang dilakukan oleh instansi pelaksana.

Instans Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam avat (1) Pasal ini, berkewajiban :

a mendattar perstiva kependudukan dan mencatal peristiwa penting

B ncmberikan pelaviman yang sama dan prolessional kepada setiap penduduk atas pelaporan
peristiwa kependudukan dan peristiva penting:

¢ mwenerbitkan dokumen kependudukarn;

d. mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

coomengain kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa
penling dan

L wiclaksanakan ventikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk
dalam pelavanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Instanst pelaksana  sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dalam melaksanakan tugas
dan fungsinva dibantu oleh kecamatan, kelurahan/desa, dusun, RW dan RT.

Pasal 6
Pendattaran Penduduk dilakukan olel registrar.,

Sebelin mdlakukan pendattaran penduduk dan pencatatan sipil penduduk terlebih dahuly
memmla sural keterangan/pengantar dan RT setempal.

Rugistrar sebagaimana dimaksud pada avat (1) diangkat oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil
vang memenuhi persvaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan vang berlaku.

Repisliar menenma pendattaran penduduk dan mencatatnya dalam buku register.

Resistrar dapal meminta kepada pemohon pendallaran pendudulk untuk melengkapi data atan
mennnla keterangan lenlang kebenaran dala.

Pasal 7
Pencatadan sipll bagi penduduk dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil .
Petalat Pencatatan Sipil dijabat oleh Pegawai Negen Sipil dari instansi pelaksana.
Pond o Pencatatan Sipnl sebagaimana dimaksud pada aval (2) Pasal ini, diangkat oleh Bupati
dare v Negen Sipll vang memenuhi persyaratan.
12 Poncatalan Sipil - menenima,  menvenlikasikan  kebenaran  dala, mencatat  data,

merocLdangani register dan kutipan akla serta membuat catatan pinggir pada akta-akta catatan
sl

Dalam hal Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, Bupati dapat
menunjuk pejabat lain dari instansi pelaksana.

Pasal §...
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IPasal 8

It 1 mencatal dalan bulsa register semua keterangan/pengantar yang diberikannyea keparla
pctnchon pendattaran penduduk dan pencatatan sipil,

Ketuo W menvampaikan laporan perisembangan penduduk/warganya kepada Lurah/desa vang
diterihishan lepadic ketua RW selenpal seliap 3 (liga) bulan.

Tt cara pencatatan dan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan aval
C el i Beserba Tuabs e lsewsagiban Fetua R dan Betuan RW diadur didamy Peraturan Bepala
(BN 1l

Pasal 9

Pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk vang beragama Islam pada tingkat
Fecaniatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kecamatan.

Uintubs emberikan kemudahan dalam pelayanan pencatatan sipil pada tingkat kecamalan dapal
cibicntol THTD dengan kewenangan menerbitkan alla pencatalan sipil

Persvaratan dan tala cara pencatatan peristiwa penting bagi penduduk yang agamanya belum
diadan herdasarkan ketentuan peraluran perundang-undangan atau bagi penghayal kepercavaan
berpedoman pada peraluran perundang-undangan.

BAB IV
PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Kesatu
Nomor Induk Kependudukan

Pasal 10
Settap Penduduk wajib memiliki NIK

NI sebagaimana dimaksud pada ayal (1) Pasal ini, berlaku seumur hidup, vang diterbitkan oleh
nstansi pelaksana kepada setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata.

NI schagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dicantumkan dalam setiap Dolkumen
Rependudukan dan dijadilkan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok
wallh pagalk, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumenidentitas. lainnva.

Jasal 11

NI sehagaimana dimaksud pada Pasal 10 avat (1)Peraturan ini, lerdini dari 16 (enam belas)

chatl terdin dari:

a6 fenam) digit terdin atas pertama kode wilayah provinsi, kabupaten/kota dan kecamalan
lemnpat tinggal pada saat mendaftar,

L 0 o denam) dign kedua adalah tanggal, bulan dan tahun kelahiran dan khusus untulk
perempuan langgal lahimya ditambah angka 40; dan

¢ 0 (empat) digit terakhir merupakan nomor urut penerbitan NIK vang diproses secara
olomatis dengarn siak.

(2) NIK ...



1

NI vang ditulis dalam 16 (enam belas) digit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini,
chletalsu pada posisi mendatar.

etentan lebiby Tanjul mengenai persyaratan, tala cara dan roang lingkup penerbitan dokumen
bbb Lonneva, serba pencantusns NBS adcan diator dengan Peratoran Bupali,

Bagian Kedua
Pendaftaran Peristiwa Kependudukan
Paragraf 1
Perubahan Alamat

Pasal 12

Dalam hal terjadi perubahan alamat penduduk, instansi pelaksana wajib menyelenggarakan
penerbitan perubahan dokumen pendaftaran penduduk berdasarkan pelaporan pendudulk

Ketentuan mengenai persyaratan dan fata cara penerbitan perubahan dokumen pendaftaran
penduduke sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, akan diatur lebih lanjut dengan
Peratinan Kepala Daerah,

Paragraf 2
Pindah Datang

Pasal 13

Penduduk Kabupaten Sintang yang pindah wajib melapor kepada registrar melaui RT setempat
untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah paling lambat 14 (empat belas)- hari sebelum
kepindahannya.

Pindah sebagaimana dimaksud pada avat (1) Pasal ini, adalab berdomisilinya penduduk di
alamal vang baru untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan vang
bersanigkutan untule waklu yang kurang dari 1 (satu) Tahun.

Penduduk vang datang ke wilayah Kabupaten Sintang  wajib melapor kepada registrar melalui
RT setempat dengan membawa surat keterangan pindah dari instansi pelaksana di tempat asal.

Pendaftaran Pindah Dalang penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) Pasal
m, dilakukan dengan penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang.

Saluva pindaly datang penduduk setelah dilandatanganinya surat keterangan pindah datang
oleh pejabat vang berwenang sesuai dengan klasifikasi wilayah pendudulk vang pindah datang
dalany wilavah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

[lasimkast pmdah datang  penduduk  dalam  wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
sehagaimana dimaksud dalam ayat (5) Pasal ini, terdiri dari ;

a4 khasinkast 1; dalam satu desa/kelurahan;

b Klasitkasi 2; antar kelaurahan dalam satu kecamatan;

e, klositikasi 3; anlar kecamatan dalam satu kabupaten/kota;

d. Klasitikasi 4; anlar kabupaten/kota dalam salu provinsi; atau

e, Klasifikasi 5; antar provinsi dalam wilayah Republik Indonesia.

Pelalsanaan pendaltaran penduduk pindah datang penduduk ke wilayah Kabupaten Sintang
dilakulkan berdasarkan laporan penduduk yang bersangkutan paling lambat 60 {enam puluh)
han kerja terhitung sejak diterbitkan Surat Keterngan Pindah Datang dari instansi pelaksana

dacraly asal



(4)

(1)

(2)

Sural Belerangan pindah datang sebagaimana dimalsud pada ayat (5) Fasal ini, digunakan
sebacsu dasar perubaban atas penerbitan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk hagi
[erlin by somg bersanpisutan,

PPasal 14

Orang Asing vang memiliki - Izin Tinggal Terbalas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal
Telap vang pindah dan wilayah Kabupaten Sintang  wajibh melaporkan kepindahannya kepada
pelosse eeistrar antuk mendapatkan Sural Keterangan Pindah paling lambat 14 {empal belas)
hatt selclony kepmdahanmnya,

(2) Berdasarkan ...
Berdaskan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, instansi pelaksana
menddattar dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang,

Orang wing vang datang ke wilayah Kabupaten Sintang wajib melaporkan kedatangannya
kepada registrar - dengan membawa Surat Keterangan Pindah Datang dari instansi pelaksana di
lempal asal paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan surat keterangan pindah datang
dan mstanst pengelola daerah asal.

Sural Kelerangan: Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, digunakan
sebagan dasar perubahan atau penerbitan KK, KTP atau surat keterangan tempat tinggal orang
asing vang bersangkutan,

Paragraf 3
Pindah Datang Antar Negara

Pasal 15

Pendhidule WNI Kabupaten Sintang yang pindah ke luar negeni wajib melaporkan rencana
Kepindahannva kepada registrar melalui Ketua RT setempat paling lambat 14 (empat belas) hari
seholum kepimdalyaniva,

Bevdasarkan  laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, instansi pelaksana
mendattar dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah ke luar negeri.

Warga Negara Indonesia vang datang dari luar negeri ke Kabupaten Sintang wajib melaporkan
Kedatgamva kepada petugas registrar melalui ketua RT setempat paling lambat 14 (empat
belast T sejak tanggal kedatangannya,

Perdiarkan laporan sebagaimana dimaksud pada avat (3) Pasal ini, instansi pelaksana
mendatarkan dan menerbitkan  Surat Keterangan Datang dari luar negen sebagai dasar
pencthntan KK dan KTP bagi penduduk yang bersangkutan,

Pasal 16

Orate \smg vang memililo lzin Tingsal Terbatas vang datang dari luar negeri dan orang asing
vart el gz Ldonva telah berubah slatus . pemegang lzin Tinggal Terbatas  yang
Lot e Linggal di wilavah Kabupaten Sintang wajib melaporkan kepada instansi pelaksana
ek et BT setempal paling lambat 141 (empat belas) hari sejak diterbitkannya Izin
'J‘HJ;\:-;.J Ferbalis,

Ferdoeaakan laporan sebagaimana dimaksud pada ayal (1) Pasal ini, inslansi pelaksana
ettt dan menerbitkan Surat Keterangan Tempal Tinggal,

(2) Masa ..



Moo bothalat stwal Keterangan tempal tinggal sehagaimana dimaksud pacda ayal (2) Pasal ini,
disesoalsan dengan masa berlakunya lzin Tinggal “Terbatas,

St Kelerangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada avat (2) Pasal ini,  wajib

bt porda saal berpergian.

Pasal 17
O Asing vang meriliki Bz Tinggal Terbalas yang telaby berabah slatus menjadi- orang
asties sang inemilili zin Tinggal "Fetap wajib melaporkan kepada instansi pelaksana melalui
bt 10T selempal paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya 1zin Tinggal Telap
Berdasatkan laporan scbagaimana dimaksud pada ayal (1) Pasal ini, instansi pelaksana
mendaltar dan menerbitkan KK dan KTP.

Pasal 18
Orvane, Asing vang memilil [zin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki 1zin Tinggal
Tetap vang akan pindah keluar negen waijib melaporkan kepada instansi pelaksana — paling
lambal 14 (empat belas) han sebelum rencana kepindahannva.
Pt rathar Laporan sehagaimana dimaksud padiv avat (1) Pasal ini, instansi - pelaksana

micnohatan Keterangan Pindah Luar Negeri (KIPLN).

Pasal 19

Relentuay mengenal persvaratan dan lala cara pendaflaran peristiwa kependudukan sebagaimana
cdimaksucd dalam Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 Peraturan ini, akan diatur lebih
lanjut dengon Peraturan Kepala Daerah,

(1

(2}

Paragraf 4
Penduduk Pelintas Batas

Pasal 20

Perntindids vang hinggal i perbatasan antar negara vang bermaksud melintas batasnegara diberi
Lulae pas lidas batas oleh instansi yang berwenang sesual kelentuan peraturan perundlang-
UIRTR ARIENTD

Pendudule sehagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, vang telah memperoleh buku pas
livilos Balaswayib didattar oleh instansi pelaksana. .
ot foan febihe Tampul mengenai persvaralan dan lala cara pendaflaran bagi  pendudulk
sobne e danaksud pada aval (1) dan aval (2) Pasal ini, akan  diatur lebih lanjut denagan
Poradin i f"ull[.l.l[l,

Bagian Ketiga
Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 21

Istanst pelaksana wajib melakukan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan
vany ipelipuli:

a  penduduk korban bencana alam;

b penduduk korban bencana sosial; dan

¢ orang teranlan

il [t sitae tarooneil



{2)

(il

()

Pendidule penduduk rentan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Ft o Brad by Pasal i, dapal diladsulen di fesmpad sementir,

Lol pondataan sebagaimana dimaksud padae avat (2) Pasal i, dignmakan sebagiai dasar
potecbatan Senal Beterangan Kependudakan antale penduduk rentan adiministasi
]\.'p\ln]lnliIh\lJl

Pt rdenme menpenal persvaratan dan tale cara Pendataan Pendudale Renfans Administiast
o nddetkan, akan diatur lebih fangat dengan Peraluran Bupali,

Bagian Keempat
Pelaporan Penduduk Yang Tidak Mampu
Mendaftarkan Sendiri

Pasal 22

enehdulk vang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap peristiva kependudulkan
vang menvangkot dinnva sendin dapat dibantu oleh registrar atau meminta bantuan kepaca
ot Ly

Fetcnan mengenan pelaporan sebagaimana dimaksud pada avat (1) Pasal ini, akan diatur lebih
lngul dengan Peraturan Bupat,

BAB V
PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu
Pencatatan Kelahiran

Pasal 23

Seli kelahirat wajib dilaporkan oleh orang tua dari anak yang labir alau orang lain
bordardan sural kuasa vang sah kepada Pejabal Pencatatan Sipil melalui Ketua RT setempat
prtlie lmbad 60 fenam puluh) hari sejak kelahiran.

Foveankan Taporan: sebagaimana dimaksud pada ayal (1) Pasal ini, Pejabat Pencatatan Sipil
et ol pada register Akla Kelahiran dan menerbitkan kutipan Akla Kelahiran.

Pece atatany kelahiran dalam regisler akla kelahiran dan penerbitan kutipan akta kelahiran
lethnebap penstiwa kelahiran seseorang vang tidak diketahui asal usuliva atau keberadaan orang
o dhidasarsan pada laporan orang vang menemukan dilenskapi berita acara pemeriksaan
bt b prolistaiy.

It Akl Ketahian sobagaimana dimakswd pada avat (3) Pasal ini, diterbitkan oleh Pejabat
et ki Syl dony disimipan pada mstansi pelaksina,

Pasal 24

Pereatatan kelahiran anak  dan penduduk Sintang di luar Wilayah Indonesia  dilaksanakan
sestin kelentuan Peraturan Perundang-undangan..

(2) Pencatatan ..



(2)

Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud — dalam ayat (1) Pasal ini  dilaporkan  kepada
Popbol pencalatan Sipil - melalui RT setempal paling lunbat 30 (tiga puluh) hari sejalk
pencdidule vang bersangkulan kembali ke Kabupaten Sintang

Pasal 25

Mckansme pelaporan kelahiran anak penduduk Kabupaten Sintang di atas kapal laut atau
el terbang wajih diliporkan olel orang taac alau orang lain berdasarkan surat kuasa vang
walt sestai dengan kelentuan Peraturan Perandang-undangan.

[Selaliran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, wajily dilaporkan oleh orang tua ata
orang lam berdasarkan sural kuasa yang sah kepada pejabal pencatatan sipil melalui ketua RT
selempal paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penduduk yang bersangkutan kembali ke
Kabupalen Stitang.

Pasal 26
Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) Peraturan ini, yang
mclampaui batas waklu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 f(satu) tahun sejak tanggal
elabirn pencatatan dilaksanakan setelah mendapal persetujuan instansi pelaksana.
Por s Kelahiran yvang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada

casal i dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri

Pasal 27

Nelentua o aenan persvaralan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada Pasal
23, Pasal 25 dan Pasal 26 Peraluran ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bugati.

(1)

(1)

Bagian Kedua
Pencatatan Lahir Mati

Pasal 28

Seliapy Talir mati wajib dilaporkan oleh orang tua dari anak yang lahir atau orang lain
berdasarkan surat kuasa vang sah kepada inslansi pelaksana melalui Ketua RT setempat paling
Lot 30 (hga puluh) hart sejalk lahir mati,

Pejaliat Pencalal Sipil sebagaimana pada ayat (1) Pasal ini, menerbitkan Surat Keterangan Lahir
Mal

Ketontuan mengenai persyaratan dan tata cara pencalatan sebagaimana dimaksud pada avat (1)
Pasal mic akan diatur lebib lanjut dengan Peraluran Bupati.

Bagian Ketiga
Pencatatan Perkawinan

Paragraf 1
Pencatatan Perkawinan di Indonesia

Pasal 29

Perlcovinan vang saly menurut Peraturan Perundang-Uindangan wajib dilaporkan oleh Penduduk
lepacdy Pejabat Pencatatan: Sipil- melalui Ketua RT di lempat terjadinya perkawinan paling
LG Genamy pululy) hart sejak langgal perkawinan.



(21 Ponbeonhan laporan sebagaimana dimaksud pada ayal (1) Pasal ini, Pejabal Pencatatan Sipil

ettt pada register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kulipan Akta Perkawinan,
(30 Katpan Akla Perkawinan sebagaimana dimaksud  pada avat (2) Pasal ini, masing-masing
bl i Kepraely Soann cliany st

() Pelaporn sebagaimana dimaksud pada ayal (1) Pasal ini, bagi penduduk yang beragama Islam
dilobolan dif KUA Kecamalan.

Cod D Toval peneatalan alas pevistiwa sebagaimana dimalsud pada ayat (4) Pasal ini,  wagih
disanipkan oleh BUAKee kepada Pejabal Pencatatan Sipil dalam waktu paling lambat 10
(e T setelaly pencatatan perlkawinan diladsanalsan.

() Tl Poncatatan dala sebagaimana  dimaksud pada avat (5) Pasal ini, tidak memerlukan
peter i Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

() e camatan vang dibentuk  UPTD, maka pada tingkat kecamatan dilaporkan sebagaimana
dimahend pada ayat (1) dilakukan pada UPTD.

Pasal 30

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 berlaku pula bagi:

A perkawinan vang ditetapkan oleh Pengadilan; dan

b perbawnn Winga Negara Asing yang dilakukan di Kabupaten Sintang atas permintaan Warga
Negara g vang bersangkulan.

Pasal 31

Verkawinan vang lidak dapal dibuktikan dengan Akta Perkawinan, Pencatatan perkawinan dilakukan
selelalt adare penetapan Pengadilan,

Paragraf 2
Pencalalan Perkawinan di luar Wilayah Republik Indonesia

Pasal 32

(1) VPerkowiman penduduk Kabupaten Sintang di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
diluksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2)  Pencatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada avat (1) Pasal ini, dilaporkan oleh yang
bersanghutan kepada Pejabat Pencatatan Sipil melalui ketua RT setempat paling lambat 30 (tiga
pululi) har sejak penduduk yang bersangkutan kembali Kabupaten Sintang,

Pasal 33

Netentuo mengenar persvaratan dan lala cara pencalalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 200 sl 30, Pasal 31 dan Pasal 32 Peraturan ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Bapali.

Bagian Keempat
Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 34

(1) Pembalalan perkawinan  wajib  dilaporkan oleh Penduduk yang mengalami pembatalan
perlenvinan kepada instansi pelaksana melalui ketua RT setempat paling lambat 90 (sembilan
puluh] hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh
feekuatin ukum tetap.,



()

(2)

(1)

(1)

|6

et pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayal (1) Pasal ini, mencabut Kutipan Akta
Lctbomrinn dan hepemilikian subyels akta dan mengeluarkan Sual Kelerangan Pembatalan
Porlsamonmian

Poctonbam mengenat persvaratan dan tataccara pencatalan pembalalan perkawinan sebagainania
b padicaval (1) dan avat (2) Pasal ini, dhatur lebih Tanjut dengan Peraluran Bupali,

Bagian Kelima
Pencatatan Perceraian

Paragraf 1

Pencalatan Perceraian di Indonesia
Pasal 35

Perceraian wajib dilaporkan oleh vang bersangkutan kepada Pejabat Pencatatan Sipil melalui
et RT setempal paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang
percoratan vang telalh memperoleh kekuatan hukum tetap.

Berdsaakan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Pejabat Pencatatan Sipil
metealal pada Register Akla Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Paragrafl 2

Pencatatan Perceraian di luar Wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 36

Pencatalan Perceraian penduduk Kabupaten Sintang  di luar wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesin dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pencalalan perceraian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilaporkan oleh yang
Dersangkutan  kepada instansi pelaksana melalui Ketua RT setempat paling lambat 30 (tiga
puludil hart sejak penduduk vang bersangkutan kembali ke Kabupaten Sintang,

Pasal 37

Ketentuan vengenad persvaralan dan tala cara pencalatan perceraian sebagaimana dimaksud dalam
sl 20 b el 36 Peraturmn n, akan diatur lebih Bnjot dengan Peraturan Bupali,

(2)

Bagian Keenam
Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 38 :
Pemb b Pereeranan: bagi penduduk wajib - dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan
e P ogabal Pencatatan Sipil melalui Ketua RT setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari
sobelo putnsan pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.

Fore o akan laporan sehagaimana dimaksud pada ayal (1) Pasal ini, Pejabat Pencatatan Sipil
et Kutipan Akta Perceraian dan kepemilikan  subyek  dan  mengeluarkan  Surat
fSeteranzan Pembatalan Perceraian.

[Cetontuan mengenal persvaratan dan lata cara pencatatan pembatalan perceraian, akan diatur
lebilt Linjul dengan Feraturan Kepala Daerabh.,

Bagian ..



Bagian Ketujuh
Pencatatan Kematian
Paragral 1
encatalan Kematian

Pasal 39

(11 enaho waih dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada dinas melalui Ketua RT
seletopot parding Lambat 30 (iga pululy) han sejak tanggal kemalian,

(2 Borbsphkan Taporan sehagaimana dimaksud pada aval (1) Pasal ini, Peiabal Pencatalan Sipil

¥

et ol pacda Register Akta Keniatian dan menerbitkan Kutipan Akla Kematian,

() Penealatan kemalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, dilakukan berdasarkan
keterangan kemalian dar pibiak yang berwenang.

() Dabam Bal tenadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak
diternulan jenazalimva, pencalatan oleh Pejabal Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya

puenelapan Pengadilan.

(5) Dalan hal teradinya Kematian seseorang yang tidalk jelas identitasnya, Pejabat Pencatatan Sipil
melakkan pencalatan kematian berdasarkan keterangan dan Kepolisian.

Paragraf 2
Pencatatan Kematian di luar Wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia
Pasal 40

(1 Koo pendudulk Kabupaten Sintang di luar wilayaly Negara Kesatuan Republik Indonesia
il anakan sesual dengan ketentuan Peraturan Penimdang-undangan.

(2) Ketangan sebagaimana dimaksud pada ayal (5) Pasal ini, menjadi dasar Pejabat Pencatatan
Sipll nencatal penstiva tersebut dan menjadi bukti di pengadilan mengenai kematian seseorang.

Pasal 41
Kitentuan engenal persvaratan dan tata cara pencatatan kematian sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 28 Pasal 39 Peraluran i, diatar lebily fanjut dengan Peraturan Bupati,

Bagian Kedelapan
Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak
dan Pengesahan Anak -

Paragraf 1
Pencatatan Pengangkatan Anak

Pasal 42

(1) ootk Pengangkatan Anak dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan di tempat
B! peniohor.

(2) Pencatatan ..



o

(2)

(3)

I

encatalan Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayal (1) Pasal ini, wajil dilaporkan
olel ot vang mengangkal kepada dinas: vang menerhitlan Satipan Alkta Kelahivan melabui
Kot 11 sefempat paling kunbat 30 (ga: palaly) har setelah diterimanya: salinan penetapan
Pengadifin alely Penduduk.

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, Pejabat Pencatatan Sipil
membuat catatan pingair pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.

Paragraf 2
Pencatatan Pengangkatan Anak Warga Negara Asing
Di luar Wilayah Republik Indonesia

Pasal 43

Penganghaton anak warga Negara asing vang dilakukan oleh Kabupalen Sintang di luar wilayah
Republik lndonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraluran Perundang-undangan.

Pengangkatan anak warga Negara asing sebagaimana dimaksud pada avat (1) dilaporkan oleh
pendudulk kepada instansi pelaksana melalui Ketua RT setempat paling lambat 30 (liga puluh)
hart sejnk  vang bersangkutan kembali ke Kabupaten Sintang,

Fondakan laporan sebagaimana dimaksud pada ayal (2) Pasal ini, Pejabal Pencatatan Sipil
merechikan Snrat Keterangan Pengangkatan Anak

Paragraf 3
Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 44

Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada intansi pelaksana melalui Ketua RT
selempal paling lambat 30 (tiga puluh) har sejak tangsal surat Pengakuan Anak oleh ayah dan
chisetupun olely ibu dari anak yang bersangkutan,

Kewajiban melapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dikecualikan bagi orang tua
vang agamanya tidak mebenarkan pengakuan anak yang lahir di luar hubungan perkawinan
vang saly,

Rerdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Pejabat Pencatatan Sipil
mencaal pada Register Akla Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak

Paragraf 4 .
Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 45

Sehap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada instansi pelaksana melalui
Ketua RT setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayvah dan ibu dari anak vang
bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan Akla Perkawinan.

Kewaiiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dikecuaikan bagi orang tua yang
aganianva lidak membenarkan pengesahan anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang

sal.

Berdusatkan laporan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada avat (1), Pejabat Pencalalan
Sl etbuat catatan pinggir pada Akla Kelahiran.
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Pasal 46
Fctenbian toe st persvatalan dan Lala cara pencalalan penganghalan andk, pengakuan anals, dan
pepgesali ek sebagat mana dimaksud dalam Pasal 42, Pasal 43 Pasal 44 dan Pasal 45 Peraluran

e lten Lorae Lgul dengane Peratonran Boapali.

Bagian Kesembilan
PPencatalan Perubahan Nama dan Perubahan Slatus
Kewarganegaraan
Paragraf |
Pencalatan Perubahan Nama

Pasal 47

(0 Peneatatan Perabahan Nama - dilaksanakan berdasarkan penclapan Pegadilan Negeri lempal
pemehion.

(2)  Pencalalan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, wajib dilaporkan
oleh Penduduk kepada Pejabal Pencalatan Sipil yang menerbilkan akla pencatatan sipil melalui
et T setempal paling lambat 30 (tiga puluh) hari scjak dilerimanya salinan penetapan
Peneifan Negen oleh pendudulk

(3)  Berdasurkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayal (2) Pasal ini, , Pejabat Pencatatan Sipil
menibial catatan pinggir pacla register Akta Pencatalan Sipil dan Kutipan Akta Catatan Sipil.

Paragraf 2
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan di Wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 48

(1) Perubahan slatus kewarganegaraan dari warga Negara Asing menjadi Warga Negara Indonesia
wantily diliporkan oleh penduduk yang bersangkulan kepada instansi pelaksana melalui Ketua RT
selempal paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau
pernvidaan janji setia oleh pejabat yang berwenang,

(20 Berdwwnkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayal (1) Pasal ini, Pejabal Pencalalan Sipil
membual catalan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Paragraf 3
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan Dari Warga .
Negara Indonesia Menjadi Warga Negara Asing di Luar
Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 49

(1) Perubahan status kewargaegaraan dari Penduduk Kabupaten Sintang Warga Negara Indonesia
menjadi Warga Negara Asing di luar Wilayah Republik Indonesia dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(4)  Pejabal Pencalatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan
mencibilkan Kutipan Akla Pencatalan Sipil  tlentang  perubahan  status  kewarganegaraan
schagamana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini selelah menerima pemberitahuan dari Menetri
vane benwenang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
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Pasal 50

[etentuan mengenar persvaratan dan lala cara pencatatan perubahan nama dan - slatus
kewarginegaraan sebagaimana dimaksud pada Pasal 46, Pasal 47 dan Pasal 48 Peraturan ini,  dialur
[ehilt ol elengsan Peraduran Bupali.

(2)

Bagian Kesepuluh
Pencatatan Peristiwa Penling Lainnya

Pasal 51

Pencatalan Peristiwa Penting lainnva dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan
Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap.

Pencatalan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, paling
lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.

Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting Lainnya, akan
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesebelas
Pelaporan Penduduk yang Tidak Mampu Melaporkan Diri

Pasal 52

Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap peristiwa penting yang
menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Pejabat Pencatatan Sipil melalui dan/atau Ketua
RT setempat atau meminta bantuan kepada orang lain.

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara pelaporan penduduk sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

BAB VI
DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu
Data Kependudukan

Pasal 53 -
Data Kependudukan terdini atas data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk

Dala perscorangan meliputi :

a.  Nomor KK;

. NIK;

¢.  Nama Lengkap;

d. Jenis Kelamin;

e.  Tempat lahir,

{.  Tanggal/bulan/tahun lahir,
g Golongan Darah;

h.  Agama/kepercayaan;

i Slalus perkawinaty;

.. Slatus hubungan dalam keluarga;



(:3)

(3)

[ endichibsoan terakhi

. Jenis Feherjaan,

e NIy Kandungs

o, Nt e kandong,

no NHC Avah kandung

g Nanmie Avaly kandung;

o Alamal sebelumnyg;

s.  Alamal sekarang

L Kepemilikan akla kelahiran/sural kenal lahir,

u, o Neomen Alla Kelahiran/Zsural kenal Lahir

v.  Kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;

w. Nomor Akla perkawinan/bukua nikaly;

x  Tangeal perkawinan;

v.  Kepemilikan akta perceraian;

7. Nomor akta perceraian/strat cerai;
Tanggal perceraian.

Dala agregal melipuli himpunan dala perseorangan vang berupa dala kuantilatif dan dala
Kualitatil,

Bagian Kedua
Dokumen Kependudukan

Pasal 54

Dokumen Kependudukan meliputi :

a.  Biodata Penduduk;

b KK

. KT

d. Sural Kelerangan Kependudukan; dan
e.  Akla Pencatalan Sipil.

Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf d meliputi :
a  Swal Keterangan Pindaly;

Stral Keterangan Pindah Datang

Sural Keterangan Pindah Keluar Negeri;

Surat Keterangan Datang dari luar Negeri;

Sural Kelerangan Tempal Tinggal;

Surat Kelerangan Kelahiran;

Surat Keterangan Lahir Mati;

Sural Keterangan Pembatalan Perkawinan;

Sural Keterangan Pembatalan Perceraian

Surat Keterangan Kematian

Surat Keterangan Pengangkatan Anak;

Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
m.  Sural Kelerangan Pengganti tanda Identitas; dan

N, Surat Keterangan Pencatatan Sipil.

w—

e N

Biodata Penduduk, KK, KTP, Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia
antarkabupaten/kota dalam satu provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,
Sural Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antarkabupaten/kota
dalam satu provinsi dan antarprovinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat
Keterangan Pindah Datang Penduduk Orang Asing dalam wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia, Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri, Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri,
Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing Tinggal Terbatas, Surat Keterangan
Kelahiran untuk Orang Asing, Surat Keterangan L.alnr Mali untuk Orang Asing, Sural
Keterangan Kematian untuk Orang Asing Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, Surat
Keterangan Pembatalan Perceraian, Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas, drterbltkan dan
ditandatansani oleh inctanci nelakeana



Sural Kelerangan Pindah Penduduk antar Kecamalan dalam satu Kabupaten/kota, diterbitkan
dan ditandatangani oleh Camat atas nama Kepala instansi pelaksana.

Stral Kelerangan Pindah Dalang Penduduk dalam satu kelurahan, Surat Kelerangan Pindah
Datang Penduduk  anlarkelurahan dalam salu kecamalan, Sural Kelerangan Kelahiran, dan
Stral Beterangan Lahir Mali - dapat diterbitkan serla ditandalangani olely  Lurah/Zkepala desa
alas nania Kepala nstansi pelaksana,

Sural Kelerangan Pengangkatan Anak dan Sural Kelerangan Pelepasan Kewarganegaraan
Republik ndonesia dilaksanakan sesuai kelentuan Peraluran Perundang-undangan,

Pasal 55

Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat
dan jatidiri lainnva secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa penting dan
Peristiwa Kependudukan yang dialami.,

(1)

Pasal 56

KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga, anggota
keluarga dan  pekerjaan, agama, status perkawinan, status. hubungan dalam keluarga,
kewaganegaraan, dokumen imigrasi dan nama orang tua.

Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama atau bagi penghayat kepercayaan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam
dalabase Kependudukan.

Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, berlaku untuk selamanya, kecuali
terjaci perubahan kepala keluarga.

KK diterbitkan dan diberikan oleh Kepala instansi pelaksana kepada penduduk warga Negara
Indonesia dan Orang asing yang memiliki lzin Tinggal Tetap.

KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP.
Pasal 57

Penduduk warga Negara Indonesia dan orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap hanya
diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK

Perubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan kepada registrar melalui Ketua RT
selempal paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan. .

Rerdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, Kepala instansi pelaksana
mendaltar dan menerbitkan KK

Pasal 58
Penduduk Warga Negara [ndonesia dan Orang Asing yang memiliki {zin Tinggal Tetap yang telah
berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah menikah atau pemah kawin wajib memiliki KTP.

Orang Asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki Izin Tinggal tetap dan sudah
berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki KTP.

KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, berlaku secara nasional.



Pendudub wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku KT kepada registrar melakui Kelua
R selempal apabily masa berlakunya telah berakhir.

Pendudule vang telah memiliki KT wajib membawa pada saal herpergian.

Pendudule sebagaimana dimaksud pada ayal (1) dan ayal (2) Pasal ini,  hanya diperbolehkan
memiliki 1 (satu) KTP.

PPasal 59

KT mencantumban gambar lambang Garada Pancasila dan: Peta Wilawahr Negarae Repuablil
Indonesia, memuat keterangan tentang NIK, Nama, Tempat tanggal Lahir, laki-laki atau
peremptian, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas
folo, masa berlaku, tempal dan tanggal dikeluarkan KTP, landa tangan pemegang KTP, serla
memual nama dan nomor Induk Pegawai pejabat yang menandatanganinya.

Keterangan tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, bagi penduduk yang
agamaiva belum diakui sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan atau bagi
penghaval  kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicalat dalam database
kependudulkan.

Dl ST sebagaimana dimalksud pada ayal (1) Pasal i, disediakan roang untuk memual
kode keamanan dan rekaman elektronik pencatalan Peristiva Penling

Masa berlaku KTP sebagai mana dimaksud pada aval (1) Pasal ini adalah sebagai berikut:
a. untuk WNI berlaku selama 5 (lima) tahun;
b, untuk Orang Asing Tinggal Tetap disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap.

Penduduk vang telah berusia 60 (enam puluh) tahun diberi KTP yang berlaku seurnur hidup.

Pasal 60

Sural Kelerangan Kependudukan paling sedikit memuat keterangan tentang nama lengkap, NIK jenis
kelamin, tempat tanggal lahir, agama, alamat, Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang
dialami seseorang.

(1)

Pasal 61
Akta Pencatatan Sipil terdini atas:
a. Register Akta Pencatatan Sipi;
b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Akla Pencalatan Sipil berlaku selamanya.

Pasal 62

Regisler Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada Pasal 61 ayat (1) huruf a Peraturan
ini, memuat seluruh data Peristiwa Penting,

Data Peristiwa Penling yang  berasal dari KUAKec diintegrasikan ke dalam data Dbase
kependudukan dan tidak diterbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Register Akta Pencatatan Sipil disimpan dan dirawat oleh instansi pelaksana.

Register Akta Pencalatan Sipil memuat:
a. jenis Peristiwva Penting

1. RNITEF ¥t e e et e sl e e ses e nl e



¢ g orangd vang mengalamil'eristiva penling
oo dan denitas pelapor;

e. tempal dan tanggal penistiwa;

£ nama dan identitas saksi:

¢ tempal dan tanggal dikeluarkannya akla; dan

I, nama dan Landa tangan pejabal yang berwenang.

Pasal 63

Kutipan Akfa Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada Pasal 61 avat (1) huruf b Peraturan
ing, lerdim alas:
a,  kelahiran;
b, kemalian:
C. perkawinan;
. perceraian; dan
e pengakuan anak

Kutipan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada Pasal 61 ayat (1) huruf b Peraturan

ini, memuat:

a.  jenis peristiwa penting

b, NIKMdan stalus kewarsanegaraan;

¢ hama orang vang mengalami Peristiwa Penting;

o tempal dan langgal peristiwa;

e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;

I nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang; dan

g penpataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta
Pencatatan Sipil.

Pasal 64

Instansi  pelaksana vang diberi kewenangan, sesuai tanggung jawabnya, wajib menerbitkan dokumen
pendattaran Penduduk sebagai berikut :

a
b,
&
d.

©

KK atau KT paling lambat 14 (empat belas)hari;

Surat Keterangan Pindah Paling lambat 14 (empat belas)har;

Surat Keterangan Pindah Datang Paling lambat 14 (empat belas)hari;

Surat Keterangan Pindah Keluar Negeri paling lambat 14 (empat belas)hari;

Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri paling lambat 14 (empat belas)hari;

Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas paling
lambat 14 (empat belas)hari;

Surat Keterangan Kelahiran paling lambat 14 (empat belas)hari;

Surat Keterangan Lahir Mati paling lambat 14 (empat belas)hari;

Surat Keterangan Kematian paling lambat 3 (tiga) hari;

Surat Keterangan Pembatalan perkawinan paling lambat 7 (tujuh) hari; atau
Surat Keterangan pembatalan perceraian paling lambat 7 (tujuh) hari; sejak tanggal dipenuhinya
semua persvaratan.

Pasal 65
Pembetulan KTP hanya dlakukan untuk KTP yang mengalami kesalahan tulis redaksional.

Pembetulan XKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilaksanakan dengan atau
tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek KTP.

Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilakukan oleh operator atas
persetujuan Kepala Dinas.
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Pasal 66

(1) Pembefuban Akta Pencatatan Sipil hanya dilakulcin antuls alsty vamg mengalini kesalahan tolis
roclaksional,

(2 Pembelulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana diniaksud pada ayat (1) Pasal ini,  dilaksanakan
dengan atau tanpa permohonan darn orang yang menjadi subjek akia.

(3)  Pembelulan Akla Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayal (1) Pasal ini,  dilakukan
olelt uperator atas perselujuan Kepala instansi pelaksana.

Pasal 67

(1)  Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah
mempunvai kekuatan hukum tetap.

(2)  Berdasarkan putusan pengadilan mengenai pembatalan akta sebagairana dimaksud pada ayat
(1) Pasal ini, Pejabat Pencatatan Sipil membual catatan pinggir pada Register Akta dan
mencabut kutipan Akta-akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan dar kepemilikian subjek akta.

Pasal 68

Dalam hal pengadilan yvang memutuskan pembalalan akla berada di luar wilayah Kabupalen Sintang,
salinan pulusan pengadilan yang bersangkutan disampaikan Bupali melalui instansi pelaksana oleh
pemolion atau pengadilan,

Pasal 69

Ketentuan  mengenai persvaratan dan tata cara pencatatan, pembetulan  dan pembatalan akta
pencatalan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 66 Peraturan ini, akan diatur lehih
fanjut dengan Peraluran Kepala Daerah. .

Pasal 70

Ketentuan mengenai spesifikasi dan formulasi kalimat dalam biodata, blangko KK, KTP, Surat
Keterangan Kependudukan,  Register  dan Kutipan - Akla Pencatatan  Sipil, diatur - sesuai
denganl’eratimam Perundangan vang berlaku.

Pasal 71

Ketentuan mengenai penerbitan Dokumen Kependudukan  bagi pelugas  rahasia  khusus  yang
melakukan lugas keamanan Negara diatur dalam Peraturan Bupati  dengan berpedoman pada
Peraturan perindang-undangan.

Pasal 72

Setiap orang dilarang mengubah, menambah atau mengurangi tanpa hak, isi elemen data pada
Dokumen Ke pt,ndudulwn

Pasal 73

Ketentuan mengenai pedoman pendokumentasian hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil,
akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIL..



(4)

BAB VI
PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL SAAT DAERAH
ATAU NEGARA ATAU SEBAGIAN NEGARA DALAM
KEADAAN DARURAT DAN LUAR BIASA

Pasal 74

Apsbiita Draetalt alan Nepara alan sebagian Negara dinyataban dalam keacdaan darat dengan
segala  lingkatannya  menurut Peraturan Perundang-undangan, oloritas  pemerintahan  yang
mengabal pada saal ita diberi kewenangan membual sural kelerangan mengenai Perisliva
Kependudulan dan Peristiwa Penting,

Sural Kelerangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, sebagai dasar penerbitan
Dokumen Kependudukan,

Apabila keadaan sudah dinyatakan pulih, petugas registrar dan pejabat pencatatan sipil aktif
mendata ulang dengan melakukan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil d: témpat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.

Pasal 75

Dalam hal terjadi keadean luar biasa sebagai akibal bencana alam, instansi pelaksana wajib
melakulkan pendataan penduduk bagi pengungsi dan korban bencana alam.

stansi pelaksana menerbitkan Surat Keterangan Tanda ldentitas dan Surat  Keterangan
Pencatalan Sipil berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.

Surat Keterangan Pengganti tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil digunakan
sehagai tanda bukti diri dan bahan pertimbangan untuk menerbitkan dokumen kependudukan,

Pengaturan mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan Surat Keterangan Pengganti Tanda
Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini,
akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB ViII
SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pasal 76

Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan di Kabupaten Sintang dilakekan oleh
Kepala Daerah.

Pengelolaan  Informasi Administrasi Kependudukan  di Kabupaten  Sinlang  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilakukan melalui pembangunan Sistem Informasi Administrasi

Kependudukan.

Pengaturan mengenai SIAK di Kabupaten Sintang dan pengelolanya sebagaimana dimaksud

pacda ayat (2) Pasal ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pengkajian dan pengembangan Sistem I[nformasi Administrasi Kependudukan Kabupaten

Sintang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pedoman pengkajian dan pengembangan SIAK Kabupaten Sintang sebagaimana dimaksud pada
avat (4) Pasal ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.



(2)

Pasal 77

Data Penduduk yang dihasilkan oleh SIAK Kabupaten Sintang dan tersimpan di dalam Database
kependudukan dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan

dan pembangunan.

Pemanfaatan Data Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus
mendapalkan izin Kepala Daerah.

Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada
avat (2) Pasal ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

| BAB IX
PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENDUDUK

Pasal 78

Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi memuat :
a. nomor KK;

b. NIK;

. langgal/bulan/tahun lahin

d. keterangan tentang kecatatan fisik dan/atau mental;
e. NIK ibu kandung

{. NIK avahy; dan

g beberapa isi catatan peristiwa penting.

m

Kelenluan mengenai beberapa isi calatan peristiwa penting sebagaimana dimaksud pada ayal (1)
huruf g Pasal ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 79

Data Pribadi penduduk sebagaimana dimaksud pada Pasal 78 Peraturan ini, wajib disimpan dan
dilindungi oleh Pemerintal Daerah.

Pengaturan mengenai penyimpanan dan perlindungan terhadap data pribadi penduduk
schagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Bupali.

Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud pada avat (1) harus dijaga kebenarannya dan
dilindungi kerahasiaannya oleh Kepala Daerah dan instansi pelaksana sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 80

Data dan Dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 79 Peraturan ini, wajib
disimpan dan dilmdungi oleh Pemerintah Daerah

Bupati sebagai penanggung jawab mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri tentang
pemberian hak akses kepada petugas operator, supervisor dan Kepala instansi pelaksana untuk
memasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat dan menghapus serta melacak data,
mengkopi Dala dan Dokumen Kependudukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan

yang berlaku.

Pasal 81...



PPasal 81

Kepala Daerah sebagai penanggung jawab — memberikan hak-hak akses kepada petugas
operalor, supervisor dan Kepala instansi pelaksana untule memasukkan, menyimpan, membac,
mengubah, meralat dan menghapus, mengkopi serta melacak data Pribadi.

Ketentuan mengenai persyaralan, ruang lingkup dan lala cara pemberian hak akses
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, akan diatur lebih lanjut dengan “Peraturan
Bupati.

Pasal 82

Pengguna Data Pribadi Penduduk dapat memperoleh dan menggunakan Data Pribadi dari
petugas pada penyelenggara dan instansi pelaksana yang memiliki hak akses.

Ketentuan  lebihv lanjut mengenai persyaratan dan tata cata untuk memperoleh dan
menggunakan data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, akan

diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 83

Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, PPNS Kabupaten Sintang vang
lingkup tugas dan tanggung jawabnya dalam bidang administrasi kependudukan diberi
wewenang khusus sebagai PPNS sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana.

PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dalam melaksanakan tugas penyidikan
berwenang untuk:
a. menerima laporan atau pengaduan dari orang atau badan hukum tentang adanya
dugaan tindak pidana administrasi kependudukan;
b. memeriksa laporan atau keterangan atas adanya dugaan tindak pidana Administrasi
Kependudukan;
c. memanggil orang untuk diminta keterangannya atas adanya dugaan sebagaimana
dimaksud pada huruf b ayat ini;
d.  membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan.

Pengangkatan, mutasi dan pemberhentian PPNS serta mekanisme penyidikan dnlakukan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 84

Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu

pelaporan peristiva kependudukan dalam hal:

a. pindah datang bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang
memiliki [zin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) Peraturan ini;

b. pindah datang ke luar negeri bagi penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana
dimaksud Pasal 15 ayat (1) Peraturan ini;

c. pindah datang dari luar negeri bagi penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) Peraturan ini;

d. pindah ...



N,

d. pindah datang dari luar negeri bagi orang asing yang r_n_emilikj izin Tinggal Terbatas
schagaimana dimaksucd dalam Pasal 16 ayal (1) Peraluran im:‘ o ’

¢. perubahan status Orang Asing yang menmiliki lzin Tinggal Terbatas menjadi Oral)tg Asing
vang memiliki zin Tinggal tetap scbagaimana dimaksud  dalam Pasal 17 ayat (1) Peraturan
1l

[ ;;illclaall ke luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki lzin Tinggal Terbalas alau Orang
Asing vang memiliki lzin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1)
Peraturan ini; N

g perubahain KK sehagaimana dimaksud datam Pasal 56 ayal (2) Peraturan ing alau

h.  perpanjangan KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (4) Peraturan ini.

(2) Denda Administralif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, terhada'p Pend.uduk WNI
paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Penduduk Orang Asing paling banyak
Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Pasal 85

(1) Setiap Penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu
pelaporan Peristiwa Penting dalam hal :
a  kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) atau Pasal 24 ayat ( 4) atau Pasal
25 avat (6" atau Pasal 26 avat (1) atau Pasal 28 avat (LY
b porkawiman sehagamana dimarsud dalam Easal 20 avan (8 atau Pasal 33 avat (L
¢ pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud palam Pasal 34 ayat (1);
d. perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayal (1) atau Pasal 36 ayat (4);
pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1);
kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) atau Pasal 40 ayat (1);
pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) atau Pasal 43 ayat (4);
pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1);
pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1);
perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 avat (2);
perubahan status kewarganegaraan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48
avat (1); atau
. penstiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2).

=

(2)  Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, paling banyak Rp.
1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 86

(1) Setiap Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (5) Peraturan ini, yang berpergian
tidak membawa KTP dikenakan denda administratif paling banyak Rp 50.000,00 (lima puluh
ribu rupiah). .

(2)  Setiap Orang Asing yang memiliki [zin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
ayat (4) Peraturan ini, yang berpergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal dikenai
denda administratif paling banyak Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Pasal 87

Denda administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 86 ayat (1) dan (2) Peraturan ini, merupakan
penerimaan daerah, dan disetor ke kas umum daerah.

Pasal 88...
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Pasal 88

Dl Tl Pepabat pada imsbanst pelabsana melakabkany Gindaban alons Sengajo melabsalsan tndalern
vang memperlambal pengurusan Dokumen Kependudukan dalam balas waklu yang ditentukan sesuai
dengan ketentoan peraturan perundang-undangan yang  berlaku dikenakan sanksi sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
[Pasal 89

(1) Sanksi administralil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, 85, 86 dan 87 Peraluran ini, akan
dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Mekanisme dan tata cara pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal
84, 85, 8G dan 87 Peraturan ini, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 90

Setiap Penduduk vang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi
Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dipidana dengan pidana
Penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah).

Pasal 91

Setiap orang vang tanpa hak dengan segaja mengubah, menambah atau mengurangi isi elemen data
pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 Peraturan ini, Dipidana dengan
pidana penjara paling lama 2 {dua) tahun dan/atau denda paling banvak Rp. 25.000.000,00 {dua puluh
lima jula rupial).

Pasal 92

Setiap orang vang tanpa hak mengakses database kependudukan sebagaiamna dimaksud dalam Pasal
80 avat (1) dan/atau Pasal 81 avat (1) Peraturan ini, Dipidana dengan pidana paling lama 2 (dua)
tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 93

Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan dan/atau mendistribusikan
blanko Dokumen Kependudukan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan
denda paling banvak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 94
Setiap penduduk yag dengan segaja mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga
lebih dari satu KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) atau untuk memiliki KTP lebih dari

satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (6) Peraturan ini, dipidana paling banyak Rp.
25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)

Pasal 90...
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2asal 95

Db Tl pepabial daee petugas paca Penvelenpgaea da fistanst Pelaheaa mebiculsa Godakon
piclana sebagamana dimdssud - dalun Pasal 80 atau Pasal 91 Pevtaran i, pejabal - yang
Dersanobotan dipickua dengan pidana vang samea ditambaly 173 (satu pertiga).

Dalant hal pejabat dan pelugas pada Penyclenggara dan Instansi Pelaksana - membantu
melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, pejabat yang bersangkutan
dipican sesuai dengan etentuan undang undang

Pasal 96

Tindak pidana scbagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93 dan Pasal 94
~ Peraturan ini, adalah tindakan pidana Administrasi Kependudukan.

BAB Xl
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 97
Semua Dokumen Kependudukan yang telah diterbitkan atau vang telah ada pada saat Peraturan
Daerah i diundangkan dinvatakan tetap berlaku menurut Peraturan Daerah ini.
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dikecualikan untuk KK dan KTP

vang sesttai dengan batas waktu diberlakukannva atau diterbitkannya KK dan KTP,

Pasal 98

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku :

b

{5,

d.

Inslansi pelaksana memberikain NIK kepada setiap Penduduk paling lambat 5 (lima) tahun;

semua Inslansi wajib menjadikan NIK sebagai dasar dalam menerbitkan dokumen sebagaimana
dimalsud dalam Pasal 10 avat (3) paling lambat 5 (lima) tahun;

KT seumue hidup yvang sudah mempunyai NIK tetap berlaku dan vang belum mempunyai NIK
harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ing;

KTP vang diterbitkan belum mengacu pada Pasal 59 ayat (3) Peraturan ini, tetap berlaku sampai
dengan batas waktu berakhimya masa berlaku KTP;

Keterangan mengenai alamat, nama dan nomor induk pegawai pejabat dan penandatanganan
oleh pejabat pada KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dihapus setelah database

kependudulkan nasional terwujud.

BAB XII.



BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 99
Peraturan Daeraly ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetalinya, memerintahkan  pengundangan  Peraturan  ini,  dengan
penempatannya dalam Lembaran daerah Kabupaten Sintang

Disahkan i Sintang
pada tanggal 17 Juni 2009

BUPATT SINTANG,
TTD
MILTON CROSBY

Miundangkan di Sintang
pada tanggal 17 Juli 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,

TTD

ABDUSSAMAD ISMAIL

FIMBARAN DAERALT KABUPATEN SINTANG TAHUN 2009 NOMOR 3

Salinan sah
Sesuai aslinya,

An. Sekretaris Daerah
Asisten Pemerintahan
Ub. Kepala Bagian Huk

ASON, SHY MH
zEmbina
ip. 19590617 199603 1 001
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